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Informed consent pada pasien paliatif, adalah sangat berperan sekali didalam pengambilan keputusan setiap
dilakukan tindakan medik. Bermasal ahan persetujuan tindakan medik yang timbul pada pasien ini tidak
terlepas dari norma hukum yang berlaku khususnya hukum perdata karena mengingat kondisi atau keadaan
penyakit pasien yang tidak dapat disembuhkan bila dihubungkan dengan tindakan medik yang dilakukan
tidak sesuai dengan penyembuhan penyakit yang diharapkan pasien tindakan medik pada pasien paliatif
hanya untuk meningkatkan quality of life dan meringankan penderitaan pasien sehingga pasien merasa
nyaman dan tenang didalam menghadapi penyakitnya. Informed consent dalam Perjanjian therapeutik yang
telah di sepakati dikenal dengan asas konsensualitas yaitu pasal 1320 KUHPer merupakan syarat sahnya
suatu perjanjian sehingga mengikat secara hukum untuk kedua belah pihak bila dilakukan dengan itikad baik
(pasal 1338 KUHPer). Bilaterjadi penyimpangan dari perjanjian yang dilakukan, maka pihak tersebut dapat
dikenakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara yuridis dalam pasal 50 dan 53 ayat 2
Undang-Undang No. 23 tahun 1992 bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya bertugas
menyelenggarakan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan standar profesinya serta mematuhi
hak pasien antaralain hak atasinformasi dan hak memberikan persetujuan. Kedua hak tersebut berkaitan
dengan informed consent dalam transaksi therapeutik. Pasien memiliki hak untuk mengetahui semua
keadaan penyakitnya, pengobatan, tetapi tidak semua kebenaran dari informasi harus disampaikan apabila
hal tersebut dapat merugikan pasien yang bersangkutan. informed consent dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan hukum yang timbal balik, baik untuk pasien sendiri yang meminta dan menerima pelayanan
kesehatan serta dokter yang melakukan tindakan medik pada pasien. Informed consent bukan hanya
kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang berhubungan dengan hak-hak seseorang dan
tanggungjawab individu atas pelayanan kesehatan.
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